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ABSTRAK 
MUH. IRWANTO (B11109358) dengan judul skripsi Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Tanggapan Terhadap 
Putusan Nomor. 22/Pid.B/2012/PNM) di bawah Bimbingan M. Imran Arief 
selaku pembimbing I dan Hijrah Adhyanti M selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mempelajari dan 
menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
pemerkosaan, dan untuk mempelajari dan menganalisis tentang 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
tindak pidana pemerkosaan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Instansi Pengadilan Negeri Kabupaten 
Majene Provinsi Sulawesi Barat. Untuk menjawab rumusan masalah dalam 
penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara 
langsung terhadap narasumber dari Instansi terkait. Selanjutnya data yang 
diperoleh disajikan secara yuridis deskriptif. 
Hasil penelitian ini dengan menunjukkan bahwa : (1) Penerapan 
hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam perkara 
putusan Nomor. 22/Pid. B/2012/PNM, telah sesuai atau sudah tepat. 
Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan 
dengan unsur dakwaan, maka menurut dakwaan kepada terdakwa tersebut 
unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yaitu melanggar 
Pasal 285 KUHP. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor. 
22/Pid.B/2012/PNM, telah sesuai, berdasarkan dari pertimbangan yuridis, 
fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal 
lain yang mendukung. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa telah 
sesuai walaupun masih jauh dari ancaman maksimal yaitu 12 tahun penjara, 
terdakwa hanya dijatuhi pidana selama 1 tahun penjara. Dalam hal ini, 
terdakwa telah berumur 40 tahun (dewasa) dan sehat jasmani dan rohaninya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah 
negara hukum. Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia 
merupakan negara hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan 
belaka (machsstaat). 
Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam 
menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri dari suatu negara hukum terletak 
pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Dalam artian bahwa 
sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap 
tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang 
yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 
kedamaian pergaulan hidup. Hal ini agar sesuai dengan yang diamanatkan 
dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas 
rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. 
(http://INDEPENDENSI%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20DALAM%20M
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EMUTUS%20PERKARA%20%20%20Jurnal%20Srigunting.htm, diakses 10 
Februari 2013). 
Salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di 
kalangan masyarakat adalah tindak pidana pemerkosaan. Hal ini tampak dari 
sering diberitakannya di berbagai media massa seperti televisi atau koran 
mengenai terjadinya tindak pidana perkosaan. Sebagaimana diketahui, tindak 
pidana perkosaan merupakan perbuatan yang juga melanggar norma sosial 
yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan. Jika mempelajari sejarah, 
sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, tetapi tindak pidana 
ini dahulu hanya dilakukan dengan melakukan ancaman, paksaan dan 
kekerasan. Dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan 
ancaman kekerasan tetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang 
dapat menghilangkan kesadaran seseorang sekaligus menimbulkan 
rangsangan seksual. 
Kasus tindak pidana pemerkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota 
besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan 
hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai 
tradisi dan adat istiadat. Bahkan yang menjadi korban bukan hanya wanita 
dewasa saja tetapi juga anak-anak. Pelaku kejahatan tidak lagi didominasi 
oleh pelaku yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah atau 
tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus 
strata sosial yang tertinggi. Contohnya : 
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Di Cieunteung, Jawa Barat, Dedi Suriadi (42 tahun) ditangkap polisi karena 
telah memperkosa anak tirinya NN (16 tahun) dirumahnya. Korban 
mengaku aksi perkosaan itu terjadi sejak tahun 2009 tapi dia takut 
mengadu ke Ibunya karena diancam pelaku. 
(http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/28/mhbpmk-
kasus-pemerkosaan-bulan-ini-didominasi-korban-anakanak, diakses 17 
Februari 2013). 
Di Jakarta, seorang anak yang diperkosa oleh ayah kandung sendiri. 
Korban, RI (11 tahun) meninggal dengan keadaan anus dan kemaluan 
yang rusak parah karena telah diperkosa oleh ayah kandungnya. Pelaku, 
S (55 tahun) mengidap penyakit kelamin sejak umur 14 tahun. 
(http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/18/17244828/Ayah.Pemerk
osa.Bocah.RI.Terbiasa.Seks.Bebas.sejak.Remaja, diakses 17 Februari 
2013). 
Di Tegal, Jawa Tengah, seorang siswi Madrasah Tsanawiah diperkosa 
teman lelakinya yang berjumlah lima orang. Korban diberi minuman ringan 
yang sudah diberi obat tidur kemudian diperkosa. 
(http://ww.berita8.com/berita/2013/01/maraknya-kasus-perkosaan-
penegak-hukum-tidak-tegas, diakses 17 Februari 2013). 
Dalam kenyataan sering kali terjadi kesulitan dalam menyelesaikan 
kasus tindak pidana perkosaan karena kurangnya alat bukti. Kesulitan dalam 
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mencari bukti-bukti disebabkan karena tidak ada dukungan dari pihak korban. 
Padahal dalam mengungkap kasus pemerkosaan, peranan korban sangat 
menentukan. Kondisi yang tidak memungkinkan tersebut tidak jarang karena 
dalam kasus pemerkosaan itu menimbulkan trauma yang cukup lama dalam 
diri korban. Akibatnya korban seringkali terlambat dalam melaporkan kasus 
pemerkosaan kepada pihak yang berwajib. 
Banyak kasus tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses sampai 
ke Pengadilan, namun pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang kejahatan terhadap 
kesusilaan (Pasal 281-296). Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak 
pidana pemerkosaan dengan menentukan bahwa : 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam 
karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun”. 
Pengertian pemerkosaan sudah cukup jelas tergambar dalam rumusan 
Pasal 285 KUHP ini, yaitu dengan adanya penggunaan kekerasan atau 
ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan 
dia. Dengan demikian delik pemerkosaan hanya mungkin dilakukan oleh laki-
laki terhadap perempuan yang bukan istrinya, dan perempuan yang dipaksa 
itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki yang memaksanya. 
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Dalam Kasus Putusan Nomor 22/Pid. B/2012/PNM, Terdakwa Murjo 
alias Jo (40 tahun) didakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan untuk memaksa korban Fatimah Sari alias Pati (35 tahun) 
melakukan persetubuhan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan 
dengannya, maka unsur perbuatan Terdakwa telah mencocoki rumusan delik 
yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.   
Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas telah mendorong 
penulis untuk menulis sebuah karya ilmiah hukum/skripsi ini dengan judul : 
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN”, 
(Tanggapan Kasus Putusan Nomor 22/Pid. B/2012/PNM). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Majene 
Nomor 22/Pid. B/2012/PNM ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum  hakim dalam memutus perkara 
pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 
22/Pid. B/2012/PNM ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Majene 
Nomor 22/Pid. B/2012/PNM. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus 
perkara pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Majene 
Nomor 22/Pid. B/2012/PNM. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan tulisan ini dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta 
masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khusunya 
mengenai tindak pidana pemerkosaan. 
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada 
umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah 
pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 
memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam 
penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dikatakan merupakan istilah resmi dalam 
perundang-undangan Indonesia. Dalam hampir perundang-undangan 
Indonesia, digunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan 
yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu (Adami Chazawi, 
2002:67). 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, 
untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “strafbaarfeit”. Disamping istilah 
tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu 
“peristiwa pidana (Simon)”, atau “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Menurut 
Simon, peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan 
diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu (C.S.T. Kansil, 2004:54). 
Seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat 
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dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa 
pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. 
Perumusan strafbaarfeit menurut P.A.F Lamintang (1997:181), 
menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa 
Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat 
dihukum, sehingga secara harafiah perkataan strafbaarfeit dapat 
diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. 
Penerjemahan secara harafiah ini sudah barang tentu tidak tepat karena 
diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan 
bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan. 
Wirjono Prodjodikoro menyatakan tindak pidana berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan subjek pidana (2002:50). 
Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan 
orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika 
dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang 
sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika 
seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat 
melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh 
undang-undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, 
berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya 
suatu peristiwa pidana. 
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Menurut Adami Chazawi (2002:71), Istilah perbuatan pidana lebih 
tepat dengan alasan sebagai berikut : 
a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan 
manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh 
kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada 
perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan 
pada orangnya. 
b. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan 
ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan 
yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau 
kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan 
orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat 
pula. 
c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih 
tepat menggunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian 
abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu 
pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya 
orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. 
Berdasarkan berbagai pandangan beberapa ahli hukum tentang tindak 
pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang 
mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang : 
a. Sudut pandang teoritis. 
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yaitu tercermin 
pada rumusannya. 
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b. Sudut pandang Undang-undang. 
Sudut pandang undang-undang artinya kenyataan tentang tindak 
pidana (delik) itu dirumuskan menjadi delik tertentu dalam pasal 
perundang-undangan yang ada. 
Rumusan-rumusan tindak pidana dapat diketahui adanya 11 unsur, 
(Adami Chazawi, 2002:82) dari yaitu: 
a) Unsur tingkah laku ; 
b) Unsur melawan hukum ; 
c) Unsur kesalahan ; 
d) Unsur akibat konsitutif ; 
e) Unsur keadaan yang menyertai ; 
f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana ; 
g) Unsur tambahan untuk memberatkan pidana ; 
h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana ; 
i) Unsur obyek hukum tindak pidana ; 
j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana ; 
k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
Dari beberapa unsur tersebut diatas, dibedakan lagi menjadi dua 
unsur, yang termasuk unsur subjektif : 
1) Unsur kesalahan  
2) Unsur melawan hukum 
Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif misalnya melawan 
hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak 
bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik 
(melawan hukum objektif) (Adami Chazawi, 2002:83). 
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Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai 
batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Unsur-unsur termasuk 
unsur subjektif (Adami Chazawi, 2002:83) : 
a. Unsur tingkah laku ; 
b. Unsur akibat konsitutif ; 
c. Unsur keadaan yang menyertai ; 
d. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana ; 
e. Unsur tambahan untuk memberatkan pidana ; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana ; 
g. Unsur objek hukum tindak pidana ; 
h. Unsur kualitas subjek hukum  tindak pidana ; 
i. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur-unsur yang berada di 
luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur perbuatannya, 
akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada 
perbuatan objektif tindak pidana (delik). 
Leden Marpaung (2008:10) menyatakan bahwa : 
“tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur lahir, oleh karena 
itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
adalah suatu kejadian dalam alam akhir. Selain itu, kelakuan dan 
akibat untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan juga ihwal 
atau keadaaan tertentu yang menyertai perbuatan.” 
 
B. Pemerkosaan  
1. Pengertian Pemerkosaan 
Pemerkosaan (Rape) berasal dari bahasa latin Rapere yang berarti 
mencuri, memaksa, atau merampas. Sementara menurut Soetandyo 
Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu 
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seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang 
menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar (Abdul Wahid dan 
Muhammad Irfan, 2001:40). 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata 
“perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti 
menundukkan dengan kekerasan. Sementara pemerkosaaan diartikan 
sebagai proses, cara perbuatan memperkosa, melanggar dengan kekerasan. 
Jika mencermati makna tersebut di atas, diketahui bahwa perkosaan 
(pemerkosaan) memiliki unsur-unsur : memaksa, dengan kekerasan, 
menggagahi (W.J.S. Poerwadarminta, 1984:741). 
Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran 
hak asasi manusia. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan 
pemerkosaan karena bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku baik 
dari persfektif etika dan agama maupun hukum. 
R. Sugandhi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:41), 
mengemukakan bahwa : 
“Pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang 
yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya 
dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria 
telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita yang kemudian 
mengeluarkan sperma”. 
 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 
2001:42), yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah : 
13 
 
“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan 
istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak 
dapat melakukan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan 
persetubuhan itu”. 
Demikian pula R. Soesilo (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 
2001:40) yang merumuskan tentang pemerkosaan lebih cenderung pada 
aspek yuridis yang terfokus pada “pemaksaan bersetubuh”, sebagai berikut : 
“Pemerkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita 
yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, 
sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa 
mengikuti kehendaknya”. 
Menurut Darma Weda (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:40), 
yang condong pada pengertian pemerkosaan secara kriminologis, 
menyatakan bahwa : 
“Lazimnya dipahami bahwa terjadinya pemerkosaan yaitu dengan 
penetrasi secara paksa atau dimasukkan kedalam vagina bukan penis 
si pelaku, tetapi jari, kuku, botol, atau apa saja, ke dalam vagina 
ataupun mulut atau anus. 
Menurut Lamintang dan Samosir (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 
2001:41), yang dimaksud dengan perkosaan adalah : 
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“Perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan di 
luar ikatan perkawinan dengan dirinya”. 
Secara umum perkosaan dapat diartikan sebagai pemaksaan 
kehendak dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya, tanpa mempedulikan 
hak, kepentingan secara kemauan pihak lain yang dipaksa untuk maksud 
keuntungan atau kepentingan pribadi bagi pihak pemaksa. 
2. Unsur-unsur Pemerkosaan 
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP yang 
dapat dijadikan dasar atau syarat terhadap tindak pidana pemerkosaan 
(Leden Marpaung, 2008:49) yaitu sebagai berikut : 
a. Harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan ; 
b. Harus ada paksaan ; 
c. Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya ; 
d. Paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
itu dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya. 
 
Salah satu unsur dalam tindak pidana pemerkosaan adalah kekerasan 
atau ancaman kekerasan, yang menurut Moch. Anwar (Abdul Wahid dan 
Muhammad Irfan, 2001:53) adalah : 
“Sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan 
perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah”. 
Sianturi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:53) mengemukakan 
pengertian kekerasan yang dengan pemaksaan, adalah : 
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“Suatu tindakan yang menonjolkan seseorang sehingga tiada pilihan 
lain yang lebih wajar baginya, selain dari mengikuti kehendak si 
pemaksa. Dengan perkataan lain mengikuti kehendak si pemaksa, si 
terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sebagai 
dengan kehendak pemaksa dan pemaksaan itu pada dasarnya 
dibarengi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.” 
 
Dengan demikian, kekerasan yang pada dasarnya diawali oleh 
paksaan secara fisik, menunjukkan bahwa kekerasan atau ancaman 
kekerasan pada tindak pidana pemerkosaan tertuju pada diri korban yang 
membahayakan keselamatan badan dan jiwanya. Dalam pasal 89 KUHP 
menentukan bahwa :  
“Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi 
pingsan atau tidak berdaya”. 
Ketentuan Pasal 89 KUHP ini diperjelas lagi oleh R. Soesilo, sebagai 
bentuk kekerasan, adalah : mempergunakan kekuatan jasmani, misalnya 
memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, 
menendang, dan sebagainya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar 
akan dirinya, umumnya memberi minum racun atau obat, sehingga orang 
tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya, tidak mempunyai kekuatan atau 
tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan, misalnya 
mengikat dengan tali pada kaki dan tangan, mengurung dalam kamar, dan 
sebagainya (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:43). 
Kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana perkosaan, 
dilakukan oleh pembuat niatnya dapat terlaksana. Misalnya, mengikat tangan 
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dan kaki, merobek pakaian korban, atau mengancam korban untuk 
menganiaya atau membunuhnya jika tidak mengikuti kehendak pembuat. 
Akibat yang dilarang dalam tindakan pidana ini adalah kesengajaan pembuat 
yang menyebabkan korban menyerahkan kehormatannya kepada pembuat 
yang hal tersebut akan menjatuhkan harkat dan martabat korban. 
P.A.F. Lamintang (1990:108) mengemukakan bahwa unsur-unsur 
yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut : 
1. Barangsiapa. 
2. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan. 
3. Memaksa. 
4. Seorang wanita. 
5. Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan. 
 
Walaupun di dalam rumusannya, Undang-Undang tidak mensyaratkan 
keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan 
perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas 
bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 
KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. 
3. Jenis-jenis Pemerkosaan 
Menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma (Abdul Wahid dan 
Muhammad Irfan, 2001:46-47), perkosaan dapat digolongkan sebagai 
berikut: 
a. Sadistic Rape 
Pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang 
merusak. Pelaku pemerkosaan telah nampak menikmati kesenangan 
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erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan 
yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban. 
b. Angea Rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi 
sarana untuk dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang 
tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap 
siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan objek terhadap siapa 
pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, 
kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya. 
c. Dononation Rape 
Yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk 
gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya 
adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap 
memiliki keinginan berhubungan seksual. 
d. Seduktive Rape 
Suatu pemerkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang 
merangsang, yang terciptanya oleh kedua belah pihak. Pada mulanya 
korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi sampai 
sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan 
membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa 
bersalah yang menyangkut seks. 
e. Victim Precipitatied Rape 
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Yakni pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan 
kerabat  sebagai pencetusnya. 
f. Exploitation Rape 
Pemerkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan 
melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan 
mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang 
bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang 
diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang 
diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan 
(mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib . 
Menurut Mulyana W. Kusuma apapun bentuk pemerkosaan, pelaku 
pemerkosaan itu mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan tindak 
pidana pemerkosaan, baik karena alasan fisik maupun psikis. 
Dari keenam tipe pemerkosaan diatas, khusunya tipe Seductive Rape 
dan tipe Exploitation Rape kemungkinan akan menimbulkan bentuk-bentuk 
pemerkosaan lain yaitu : 
a) Kemungkinan adanya Victim Precipitatied yaitu suatu bentuk 
pemerkosaan dengan korban sebagai pencetusnya. 
b) Kemungkinan adanya korban pemerkosaan semu yaitu sebenarnya 
tidak terjadi pemerkosaan tetapi dilaporkan sebagai bentuk 
pemerkosaan. Contoh dari kemungkinan ini adalah seorang 
“perempuan malam” (PSK) yang melapor bahwa ia telah diperkosa 
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oleh seorang laki-laki. Padahal kenyataannya hal ini terjadi karena 
suka sama suka tetapi sang laki-laki itu tidak membayar atau 
membayar dengan harga yang kurang atau sengaja menjebak seorang 
laki-laki dengan didasari maksud-maksud tertentu. 
c) Kemungkinan korban pemerkosaan murni pada Exploitation Rape 
tetapi korban tidak mau melapor karena tidak takut, mengingat status 
sosial ekonomisnya yang tergantung pada pelaku. Apalagi korban 
umumnya adalah rakyat kecil yang tidak mempunyai banyak pikiran 
kecuali pasrah. 
Pemerkosaan selain mempunyai tipe-tipe dan berbagai kemungkinan 
yang timbul sebagai akibat dari perkosaan juga mempunyai sifat-sifat dari 
pemerkosaan (Suparman Marzuki, 1997:234), yaitu : 
 Sifat pemerkosaan yang eksprensif. 
Yaitu sifat pemerkosaan yang maksud dan tujuannya itu hanya 
sebagai pemenuhan kebutuhan latent (seks) dan tidak untuk tujuan di 
luar selain tujuan itu. 
 Sifat pemerkosaan yang instrumental. 
Yaitu sifat pemerkosaan yang maksud dan tujuannya itu diluar 
kebutuhan latent (seks) tersebut. Contohnya seks tersebut hanya 
sebagai pelampiasan balas dendam.  
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Apabila mengacu pada pendapat Suwandi M.P.H (1998:53), yang 
lebih menekankan pada bentuk-bentuk pemerkosaan yang terjadi di 
masyarakat antara lain : 
a. Pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban. 
Pemerkosaan ini biasanya dilakuan oleh teman, pacar, anggota 
keluarga, ayah paman dan saudara. 
b. Pemerkosaan yang terjadi saat berkencan. 
Pemerkosaan ini terjadi yaitu ketika korban berkencan dengan 
pacarnya atau selingkuh yang diawali dengan cumbuan dan rayuan 
yang kemudian diakhiri dengan pemaksaan hubungan intim. 
c. Pemerkosaan yang terjadi dengan ancaman halus. 
Bentuk pemerkosaan ini terjadi pada korban yang hanya 
ketergantungan sosial atau ekonominya pada pelaku. Termasuk jenis 
ini adalah pemerkosaan majikan terhadap buruh, atasan terhadap 
bawahan dan guru terhadap muridnya. 
d. Pemerkosaan yang terjadi di dalam perkawinan. 
Pemerkosaan ini biasanya terjadi terhadap seorang istri yang 
mempunyai sifat ketergantungan sosial ekonomi kepada suami berupa 
pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh pihak istri. 
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e. Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban. 
Perkosaan jenis ini yang sering kali terjadi dan biasanya selalu disertai 
dengan tindak kejahatan lain misalnya perampokan, pencurian, 
penganiayaan dan pembunuhan. 
 
C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Pidana berasal dari kata straf (belanda), yang adakalanya disebut 
dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena 
hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. 
Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang 
sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa 
orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah 
melanggar larangan hukum pidana. (Adami Chazawi, 2008:24) 
Andi Hamzah (2008:27) memandang pidana sebagai : 
“Suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan 
suatu delik. Pidana bukan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Hal itulah 
perbedaan antara pidana dan tindakan karena menurut beliau lagi, 
tindakan dapat nestapa tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan 
tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat”. 
 
 Menurut Ruslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik yang banyak 
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada 
pembuat delik (Bambang Waluyo, 2008:9). Sementara R. Soesilo 
menyatakan, hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 
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dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar 
undang-undang hukum pidana (Bambang Waluyo, 2008:9). 
Sudarto (Muladi, 2004:21) menyatakan, yang dimaksud dengan pidana 
adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya H.L.A. Hart 
(Muladi, 2004:22) menyatakan, bahwa pidana haruslah : 
a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi yang tidak 
menyenangkan. 
b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar 
melakukan tindak pidana. 
c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan 
hukum. 
d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang lain selain pelaku tindak pidana. 
e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan 
suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. 
 
Lebih jauh, Muladi (2004:23) kemudian menyimpulkan bahwa pidana 
senantiasa mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan atau nestapa atau 
akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 
b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 
kekuasaan (oleh yang berwenang). 
c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
menurut undang-undang. 
 
Dalam sistem hukum yang menganut asas praduga tak bersalah 
seperti Indonesia, pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus 
berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya 
perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka 
terdakwa harus dibebaskan (Bambang Waluyo, 2008:10). 
23 
 
Menurut Adami Chazawi (2008:24) bahwa wujud-wujud penderitaan 
yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, 
baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya, serta cara 
menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 
10 KUHP. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam 
menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan 
dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih 
sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam pasal yang disebutkan tadi. Hal 
ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan 
negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga dari tindakan 
negara dalam rangka menjalankan fungsi menegakkan hukum pidana. 
Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan 
dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa 
penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. 
Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat 
disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap 
kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap 
larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum 
dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk 
mencegah (Adami Chazawi, 2008:25). 
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2. Jenis-jenis pidana 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-
jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP. Diatur dua pidana yaitu 
pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis 
pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. 
Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut : 
a. Pidana pokok meliputi : 
1) Pidana mati. 
2) Pidana penjara. 
3) Pidana kurungan. 
4) Pidana denda. 
b. Pidana tambahan meliputi : 
1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu. 
2) Perampasan barang-barang tertentu. 
3) Pengumuman putusan hakim. 
Dalam kaitan jenis-jenis pidana, pemerintah berkali-kali merumuskan 
perubahan atau penyempurnaan melalui rancangan KUHP. Perumusan jenis-
jenis pidana dalam naskah rancangan KUHP sering berubah. Misalnya dalam 
rancangan KUHP tahun 1982/1983 disebutkan adanya pidana 
permasyarakatan, tetapi dalam Naskah Rancangan KUHP baru (hasil 
penyempurnaan tim intern Departemen Kehakiman), pidana pemasyarakatan 
tidak ada, yang ada pidana kerja sosial. 
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Jenis-jenis pidana menurut Rancangan KUHP baru (Bambang Waluyo, 
2008:10) : 
1) Pidana mati. 
2) Pidana penjara. 
3) Pidana tutupan. 
4) Pidana pengawasan.  
5) Pidana denda. 
6) Pidana kerja sosial. 
7) Pidana tambahan. 
8) Tindakan. 
 
3. Teori Tujuan Pemidanaan 
Pemidanaan dapat sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan 
sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. 
Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana 
seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dahulu kala salah satu 
bentuk pemidanaan yang dijatuhkan oleh suatu masyarakat yang teratur 
terhadap seorang penjahat ialah menyingkirkan atau melumpuhkannya 
sehingga penjahat tersebut tidak lagi mengganggu masyarakat yang 
bersangkutan pada masa depan. 
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:10) teori-teori 
pemidanaan pada umumnya dibagi dalam dua kelompok yaitu : 
1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien). 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan 
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akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada 
orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu dasar pembenaran 
dari pidana terletak pada ada atau terjadinya kejahatan itu sendiri. 
2. Teori relatif atau teori perbaikan (doel theorien). 
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan 
absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, 
tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 
masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan 
atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak 
pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. 
Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan. 
Selain pembagian teori pemidanaan yang telah dikemukakan diatas, 
terdapat teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini pertama kali 
diperkenalkan oleh Pellegrino Rossi (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 
2005:19) yang beranggapan, bahwa sekalipun pembalasan sebagai asas dari 
pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan 
yang adil, tetapi pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain, perbaikan 
sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Orientasi 
pelanggaran hukum pidana ditujukan pada orang dan perbuatannya, konsep 
perbuatan yang dilakukan modifikasi doktrin free will, deduktif-induktif dan 
menggunakan konsep normatife-empirik. Teori menganggap pidana 
diperlukan, tetapi bukan balas dendam dan bertujuan, pidana merupakan 
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pilihan pertanggungjawaban pilihan bebas, tetapi dipertimbangkan 
kemungkinan faktor-faktor lain yang meringankan (eksternal-internal). 
Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti 
dengan sifat yang berbahaya si pembuat. Jika digunakan istilah pidana, 
menurut aliran ini, pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si 
pembuat. Sehingga aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana. 
 
D. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana 
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang 
dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana 
yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. 
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti 
minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. 
Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan 
Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan 
bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang 
menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat 
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meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang 
dilakukannya. 
Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah 
minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 
menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Praktek sehari-hari, baik oleh penuntut umum maupun Hakim, faktor-
faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua 
hal pokok yaitu hal-hal yang “meringankan” dan “memberatkan”. Faktor-faktor 
yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan 
mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan antara lain 
memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, 
meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya. 
1. Hal-hal yang meringankan 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-undang 
(Leden Marpaung, 2005:113) adalah sebagai berikut : 
a) Dalam hal umur  yang masih muda (incapacity or infacy), berdasarkan 
Pasal 47 ayat (1) KUHP yang menentukan sebagai berikut. 
“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum 
hukuman pokok  bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga”. 
b) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan pasal 53 
ayat (2) KUHP yang menentukan sebagai berikut. 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu 
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
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c) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 
ayat (1) KUHP yang menentukan sebagai berikut. 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, 
dikurangi sepertiga bagi pembantu.” 
 
2. Hal-hal yang Memberatkan 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan 
sebagai berikut : 
a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 
KUHP: 
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan 
beberapa kajahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 
sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana; 
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak 
boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiganya.” 
 
Dan Pasal 66 KUHP yang menentukan : 
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing 
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 
pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap 
kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum 
pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
(2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum 
pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.” 
 
b. Dalam hal Recidive, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian penulisan 
suatu karya ilmiah. Dengan penelitian akan menjawab objek permasalahan 
yang diuraikan di rumusan masalah. Untuk memperoleh informasi yang 
Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi 
Bara. Khususnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Majene. Alasan penulis 
melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kabupaten Majene adalah karena 
bersesuaian dengan judul yang akan di bahas yaitu Tindak Pidana 
Perkosaan (Tanggapan Terhadap Putusan Nomor 22/Pid B/2012/PNM) 
 
B. Jenis Data 
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer  
yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung 
bersumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. 
2. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui penelitian  di 
perpustakaan dan teknik pengumpulan dan infentarisasi buku-buku, 
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karya ilmiah, dan juga dari internet serta dokumen-dokumen yang ada 
kaitannya dengan masalah tindak pidana perkosaan. 
3. Sumber Data  
a. Sumber data Primer 
Sejumlah data atau fakta yang di peroleh secara langsung melalui 
suatu penelitian lapangan dengan wawancara tersusun atau 
spontan kepada hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Majene. 
b. Sumber data Sekunder 
Sejumlah data yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer 
berupa pendapat para ahli sarjana serta literature-literature yang 
relevan dengan objek penelitian. 
 
C. Analisis Data 
Seluruh data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder 
kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk 
menghasilkan kesimpulan. Kemudian data disajikan secara deskriptis guna 
memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pemerkosaan dalam Putusan No. 22/Pid. B/2012/PNM. 
1. Posisi Kasus 
Bahwa pada hari Minggu Tanggal 25 Desember 2011 sekitar Pukul 
04.00 WITA, bertempat di dalam Warung Nusantara Kelurahan Labuang 
Majene Terdakwa atas nama Murjo alias Jo bin (Alm.) Kasbi (40 tahun) 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu 
Fatimah Sari alias Pati (35 tahun) bersetubuh dengannya di luar perkawinan.   
Adapun awal terjadinya kasus ini, pada hari Minggu tanggal 25 
Desember 2011 sekitar pukul 01.00 WITA korban Fatimah Sari alias Fati ke 
tempat penjualan pisang epek yang berada di depan Warung Nusantara 
untuk beristirahat. Beberapa jam kemudian Terdakwa memanggil dan 
menghampiri Korban dan memberinya uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh 
ribu rupiah) sambil mengajak korban untuk masuk ke dalam Warung 
Nusantara. Kemudian Korban mengikuti Terdakwa dari belakang dan masuk 
melalui pintu belakang Warung Nusantara. Ketika berada dalam Warung 
Nusantara Terdakwa bertanya kepada Korban “mauko saya endu” (mauko 
saya gauli), namun Korban tidak menjawab. Selanjutnya pelaku mematikan 
lampu di dalam Warung Nusantara sehingga pada saat itu Korban merasa 
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takut dan ingin berlari keluar dari Warung Nusantara tetapi Terdakwa 
memegang dan menarik kaki Korban. Selanjutnya terdakwa membaringkan 
Korban di lantai, kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana Korban 
dengan cara menariknya. Terdakwa memegang kedua tangan Korban 
dengan keras sehingga Korban tidak berdaya. Selanjutnya Terdakwa 
membuka lebar kedua belah paha Korban, kemudian Terdakwa memasukkan 
penisnya (alat kelamin) ke dalam vagina Korban dan menggoyang-
goyangkan penis Terdakwa selama beberapa menit ke dalam vagina Korban, 
sehingga Korban meronta dan berteriak namun Terdakwa menutup mulut 
Korban dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya Terdakwa masuk ke 
dalam kamar mandi dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, 
Korban memakai celananya dan lari keluar dari Warung Nusantara. 
Kemudian Korban menuju ke pangkalan ojek untuk berbaring dan pada saat 
itu Korban merasakan sakit pada bagian vagina.  
Setelah hari mulai terang, korban berjalan menuju kerumah Haeriah, 
setelah korban berada di rumah Haeriah, vagina korban mengeluarkan darah 
dan korban merasa pusing dan lemas, selanjutnya korban dibawa kerumah 
sakit. 
Akibat perbuatan Terdakwa alat kelamin (vagina) korban mengalami 
luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor :02/RSU/C-5/I/2012 tanggal 05 
Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Zulfatimah, M.Kes., SpOG 
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 
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 Inspekulo :  
- Tampak luka robek di dinding vagina sebelah kiri, pendarahan aktif.   
- Tampak Usus. 
 Intra operasi : Jam 22.30. 
Dilakukan eksplorasi uterus dan dinding vagina tampak luka robek 
dipuncak vagina posterior sebelah kanan sampai ke korpus uteri anterior 
kanan, panjang luka dinding vagina 5 Cm. Panjang luka uteri 4 Cm. 
Pinggiran luka tidak teratur, tampak pendarahan dari pinggir luka. 
Kesimpulan : mungkin terjadi karena benda tumpul. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Kasus perkara tindak pidana pemerkosaan dengan nomor Register 
Perkara : PDM- 21/Majene/Epp.2/03/2012 oleh Jaksa Penuntut Umum, 
terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu 
sebagai berikut : 
- Melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 285 KUHP.  
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini yaitu, supaya 
Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang mengadili dan 
memeriksa perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Murjo Alias Jo Bin (Alm.) Kasbi bersalah 
melakukan tindak pidana “Perkosaan” sebagaimana diatur dalam 
Pasal 285 KUHP ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Murjo Alias Jo Bin (Alm.) 
Kasbi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 
penjara dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa 
ditahan ; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
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 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat yang bertuliskan THE 
NORT FACE ; 
 1 (satu) lembar sarung warna hijau dengan corak kotak-kotak ; 
 1 (satu) lembar sarung warna biru cokelat dengan corak kotak-
kotak ; 
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Fatimah Sari Alias 
Pati ; 
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 
1.000,- (seribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai 
berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Murjo alias Jo bin (Alm.) Kasbi terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat yang bertuliskan THE 
NORT FACE ; 
 1 (satu) lembar sarung warna hijau dengan corak kotak-kotak ; 
 1 (satu) lembar sarung warna biru cokelat dengan corak kotak-
kotak ; 
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Fatimah Sari Alias 
Pati ; 
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 
1.000,- (seribu rupiah). 
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5. Analisis Penulis 
Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang 
(http://studihukum.wordpress.com/2009/04/25/hukum-pidana-4/, diakses 
pada tanggal 30 April 2013) : 
1. Perbuatan yang diancam dengan hukuman ; 
2. Mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana ; 
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. 
Hukum pidana materil mencakup semua ketentuan dan peraturan 
yang menunjukkan tentang perbuatan yang mana merupakan perbuatan 
yang dapat dihukum, siapa-siapa yang dapat dihukum dan yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya serta hukuman yang bagaimana 
yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang. 
Menurut penulis penerapan pasal pada kasus ini sudah tepat. 
Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan 
dengan unsur dakwaan, maka menurut dakwaan kepada terdakwa tersebut 
unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yaitu melanggar 
Pasal 285 KUHP, yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
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a. Unsur Barang Siapa : 
- Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau 
subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
- Bahwa Murjo alias Jo Bin (Alm.) Kasbi yang dihadapkan di 
persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan dalam surat dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum. 
- Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan : 
- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau 
perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak 
berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud 
kekerasan fisik dalam tindak pidana pemerkosaan antara lain berupa 
perbuatan mendekap, mengikat, menindih, memegang, melukai dan 
lain sebagainya sehingga dapat menyebabkan orang yang terkena 
tidak berdaya. 
- Bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang 
menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu 
melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum 
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diwujudkan tapi menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai 
pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan 
kekerasan. 
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
serta barang bukti telah ditemukan fakta sebagai berikut : 
1. Bahwa benar terdakwa bertanya kepada saksi korban “sudah mako 
makan”, saksi korban menjawab “sudah” kemudian saksi korban 
mengikuti terdakwa masuk ke dalam warung Nusantara melalui 
pintu belakang, dan terdakwa mengatakan lagi “mauko digauli” 
saksi korban menjawab “tidak mauka” pada saat itu terdakwa 
mematikan lampu dan mengunci pintu sehingga saksi korban 
merasa takut ; 
2. Bahwa pada saat itu saksi korban mau berlari keluar dari warung 
tersebut, namun terdakwa langsung memegang dan menarik kaki 
saksi korban, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban di 
lantai warung tersebut, pada saat saksi korban dalam posisi 
terbaring kemudian terdakwa membuka celana saksi korban 
dengan cara menariknya sampai lutut, setelah itu terdakwa 
memegang kedua tangannya dengan keras sehingga saksi korban 
tidak berdaya dan terdakwa dalam posisi jongkok lalu membuka 
lebar kedua belah paha saksi korban kemudian terdakwa 
memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan 
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menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit di dalam 
vagina saksi korban, kemudian terdakwa menarik penisnya dan 
menumpahkan air maninya dilantai warung, setelah itu terdakwa 
masuk ke kamar mandi ; 
3. Bahwa pada saat terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina 
saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban 
“jangangko berteriak, saya pukulko”, dan pada saat saksi korban 
berusaha kabur terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban 
“jangan kasi tahu orang” ; 
4. Bahwa menurut saksi ahli Dr. Zulfatimah, M.Kes., SpOG, dari hasil 
pemeriksaan tersebut terdapat Inspekulo yang berarti dinding 
vagina sebelah kiri terjadi luka robek sehingga darah mengalir 
secara terus menerus (pendarahan aktif) yang masuk sampai ke 
jaringan usus tembus sampai kerongga perut, terdakwa melakukan 
hubungan terebut dengan paksaan sehingga saksi korban 
mengalami pendarahan aktif, pada saat saksi korban diperiksa 
darah tersebut masih segar dan belum lewat 24 jam, dan langsung 
ditransfusi darah, terjadinya pendarahan aktif tersebut karena pada 
saat melakukan hubungan, penis tersebut menggunakan cincin 
atau ada yang di ikat saat terdakwa menggauli korban, vagina 
korban tidak ada cairan sehingga dapat menyebabkan luka 
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robek/lecet, air mani akan keluar ketika berhubungan jika ada 
rangsangan seksual ; 
5. Bahwa menurut teori jika seseorang melakukan hubungan sex atas 
dasar suka sama suka maka tidak akan mengalami hal seperti ini 
dan sebesar apapun ukuran penis yang masuk ke dalam vagina 
tidak akan mengalami pendarahan ; 
6. Kemungkinan besar saksi korban tidak ada keinginan untuk 
berhubungan sex sehingga mengalami pendarahan aktif ; 
7. Bahwa korban dirawat selama 1 (satu) minggu di RSUD Majene. 
- Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum. 
c. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan : 
- Bahwa dalam pemerkosaan menunjukkan adanya pertentangan 
kehendak antara pelaku dan korban, pelaku ingin bersetubuh 
sementara korban tidak mau, pelaku ingin berbuat cabul sementara 
korban tidak mau. Karenanya tidak ada pemerkosaan apabila tidak 
ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka 
sama suka sebagaimana juga tidak ada kekerasan atau ancaman 
kekerasan bila tidak ada paksaan. 
41 
 
- Di luar perkawinan maksudnya adalah bahwa persetubuhan secara 
paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dilakukan 
terhadap seorang wanita yang bukan istrinya. 
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
serta barang bukti telah ditemukan fakta sebagai berikut : 
1. Bahwa pada saat itu korban mau berlari keluar dari warung 
tersebut, namun terdakwa langsung memegang dan menarik kaki 
saksi korban , kemudian terdakwa membaringkan saksi korban di 
lantai warung tersebut, pada saat saksi korban dalam posisi 
terbaring kemudian terdakwa membuka celana saksi korban 
dengan cara menariknya sampai lutut, setelah itu terdakwa 
memegang kedua tangannya dengan keras sehingga saksi korban 
tidak berdaya dan terdakwa dalam posisi jongkok lalu membuka 
lebar kedua belah paha saksi korban kemudian terdakwa 
memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan 
menggoyang-goyangkannya selama beberapa menit di dalam 
vagina saksi korban, kemudian terdakwa menarik penisnya dan 
menumpahkan air maninya dilantai warung, setelah itu terdakwa 
masuk ke kamar mandi ; 
2. Bahwa menurut saksi ahli Dr. Zulfatimah, M.Kes., SpOG, pada saat 
terdakwa menggauli korban tidak mengeluarkan cairan sehingga 
dapat menyebabkan luka robek/lecek, air mani akan keluar ketika 
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berhubungan ada rangsangan seksual, kemungkinan besar korban 
tidak ada keinginan untuk berhubungan sex, sehingga mengalami 
pendarahan aktif ; 
3. Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak memiliki ikatan 
perkawinan, terdakwa dengan korban bukan merupakan suami 
istri. 
- Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Dari segi pertanggungjawaban pidananya, Terdakwa mampu 
bertanggungjawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta 
tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus 
pertanggungjawaban pidananya. Terdakwa dalam hal ini telah berumur 40 
tahun (dewasa) dan tidak ada tanda-tanda jiwanya tidak normal.  
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B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 22/Pid. 
B/2012/PNM. 
1. Pertimbangan Hakim 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 22/Pid B/2012/PNM, yaitu 
sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan 
pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya, 
menyesali perbuatannya dan akhirnya mohon agar kepadanya diberikan 
keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ; 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut 
umum melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 285 KUHP ; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar 
keterangan para saksi setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai 
agama masing-masing, saksi-saksi tersebut adalah : 
a. Fatimah Sari alias Fati. 
b. Hadriah Mahfur binti Abd. Hadi. 
c. Haeriah binti Hana. 
d. Jamain alias Dompeng bin Parman. 
e. Nur Mahmudah alias Mbak Nur. 
f. Muhammad Idris alias Kidi bin Abd. Rahman. 
g. Muhammad Wahid alias Bapa Dandi. 
h. Dr. Zulfatimah, M.Kes., SpOG. 
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa 
membenarkannya tetapi ada beberapa yang dibantah yaitu keterangan yang 
diberikan oleh saksi korban Fatimah Sari alias Fati. 
Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di 
persidangan ; 
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh 
penuntut umum adalah berupa : 
 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat yang bertuliskan THE 
NORT FACE ; 
 1 (satu) lembar sarung warna hijau dengan corak kotak-kotak ; 
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 1 (satu) lembar sarung warna biru cokelat dengan corak kotak-
kotak ; 
Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan barang bukti 
dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga memberikan serta hasil visum et 
repertum Nomor :02/RSU/C-5/I/2012 tertanggal 05 Januari 2012 yang 
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Majene dan ditanda 
tangani oleh Dr. Zulfatimah, M.Kes., SpOG. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan 
dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan, Barang Bukti dan Visum et 
Repertum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang 
terungkap di persidangan sebagai berikut : 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2011 
sekitar jam 04.00 WITA di Warung Nusantara di Lingkungan Binanga 
Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ; 
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat terdakwa hendak membeli mie 
instan dan melihat saksi korban sedang baring-baring di depan Warung 
Nusantara tepatnya di penjualan pisang epek lalu terdakwa menegur 
saksi korban dan memberinya uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu 
rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mauko 
saya endu” (mauko saya gauli) namun saksi korban tidak menjawab tetapi 
hanya mengikuti terdakwa ; 
- Bahwa benar saksi korban lalu mengikuti terdakwa masuk ke dalam 
warung melalui pintu belakang dimana saksi korban langsung menuju ke 
ruang tengah warung sedangkan terdakwa menuju ke sumur ; 
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa menyusul saksi korban ke 
ruang tengah warung dan langsung melakukan perbuatannya ; 
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya yakni 
terdakwa membaringkan saksi korban lalu membuka celana pendek yang 
dikenakan oleh saksi korban setelah itu terdakwa juga membuka 
celananya hingga lutut dan terdakwa dalam posisi jongkok dan menindih 
paha saksi korban langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam 
kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk 
kurang lebih selama 3 (tiga) menit lalu terdakwa mencabut alat 
kelaminnya dan menumpahkan spermanya di lantai warung lalu terdakwa 
ke kamar mandi ; 
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan perbuatannya saksi korban 
meronta dan berteriak namun terdakwa menutup mulut saksi korban 
dengan menggunakan tangannya ; 
- Bahwa benar saat terdakwa ke kamar mandi, saksi korban lalu memakai 
kembali celana pendeknya dan meninggalkan warung melalui pintu 
belakang dalam keadaan berdarah menuju ke pangkalan ojek di depan 
pusat pertokoan ; 
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- Bahwa benar sekitar jam 08.00 saksi korban tiba di rumahnya dalam 
keadaan lemas dan mengeluarkan banyak darah sehingga saksi korban 
langsung dilarikan kerumah sakit umum daerah Majene dan dirawat 
selama satu minggu ; 
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek di 
dinding vagina sebelah kiri, pendarahan aktif dan tampak usus dan 
dilakukan operasi uterus dan dinding vagina tampak luka robek di puncak 
vagina posterior sebelah kanan sampai ke korpus uteri anterior kanan. 
Panjang luka di dinding vagina 5 cm, panjang luka di korpus uteri 4 cm. 
Pinggiran luka tidak teratur, tampak pendarahan dari pinggir luka 
sebagaimana visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Majene 
Nomor : 02/RSU/C-5/I/2012 tertinggal 05 januari 2012, yang 
ditandatangani oleh Dr. Zulfatimah, M.Kes., SpOG ; 
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi 
korban dan terdakwa juga telah memberi saksi korban uang sebesar Rp. 
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pengobatan di rumah 
sakit ; 
- Bahwa benar saksi korban telah pernah menikah dan mempunyai seorang 
anak namun sekarang sudah cerai ; 
- Bahwa benar terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang 
anak ;  
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu 
yang terjadi dipersidangan yang keseluruhannya telah termuat lengkap dalam 
Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah masuk dan 
dipertimbangkan dalam putusan ini ; 
Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak 
terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapus 
kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka 
sebagai konsekuensi yuridis, terdakwa harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ; 
Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya harus 
dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan 
terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari 
pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 
terlebih dahulu majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
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maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan 
dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan ; 
- Hal-hal yang memberatkan : 
 Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma psikologis terhadap 
korban ; 
 Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan 
norma kesusilaan ; 
 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; 
- Hal-hal yang meringankan : 
 Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; 
 Terdakwa mengakui terus terang dan sangat menyesali 
perbuatannya ; 
 Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; 
 Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban ; 
 Terdakwa juga telah memberi saksi korban uang sebesar Rp. 
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pengobatan 
saksi korban selama barada di rumah sakit. 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa 
dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan amar putusan ; 
Mengingat akan Pasal 285 KUHP dan peraturan perundang-undangan 
lain yang bersangkutan dengan perkara ini. 
 
2. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai 
berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa Murjo alias Jo bin (Alm.) Kasbi terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkosaan”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat yang bertuliskan THE 
NORT FACE ; 
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 1 (satu) lembar sarung warna hijau dengan corak kotak-kotak ; 
 1 (satu) lembar sarung warna biru cokelat dengan corak kotak-
kotak ; 
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Fatimah Sari Alias 
Pati ; 
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 
1.000,- (seribu rupiah). 
 
3. Analisis Penulis 
Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan harus mempunyai 
pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan 
saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-
pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri 
dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi 
terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah 
meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak 
sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. 
Dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh 
selama proses persidangan sehingga putusan yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, 
dan profesionalisme. 
Menurut penulis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai, berdasarkan dari 
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pertimbangan yuridis, fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang ada, 
keyakinan Hakim serta hal-hal lain yang mendukung. 
Penulis berpendapat bahwa, hukuman yang dijatuhkan kepada 
terdakwa telah sesuai walaupun masih jauh dari ancaman maksimal yaitu 12 
tahun penjara, terdakwa hanya dijatuhi pidana selama 1 tahun penjara. 
Dalam hal ini, terdakwa telah berumur 40 tahun (dewasa) dan sehat jasmani 
dan rohaninya. Selain itu, Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi 
korban yang mengalami keterbelakangan mental yang seharusnya 
mendapatkan perlindungan karena seringkali menjadi korban kejahatan. 
Sehingga dikhawatirkan efek jera yang diharapkan dari sebuah putusan yang 
dijatuhkan oleh Hakim tidak dirasakan oleh pelaku sendiri dan tidak dapat 
dipungkiri suatu saat pelaku mengulangi kejahatan serupa nantinya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berkut : 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor. 22/Pid. B/2012/PNM, 
telah sesuai atau sudah tepat. Berdasarkan uraian fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan unsur dakwaan, maka 
menurut dakwaan kepada terdakwa tersebut unsur perbuatan 
terdakwa telah mencocoki rumusan delik yaitu melanggar Pasal 285 
KUHP. Dan mengenai pertanggungjawaban pidananya, Terdakwa 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada 
alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapus 
pertanggungjawaban pidananya. Terdakwa dalam hal ini telah 
berumur 40 tahun (dewasa) dan tidak ada tanda-tanda jiwanya tidak 
normal. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
tindak pidana pemerkosaan dalam perkara putusan Nomor. 
22/Pid.B/2012/PNM, telah sesuai, berdasarkan dari pertimbangan 
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yuridis, fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang ada, keyakinan 
Hakim serta hal-hal lain yang mendukung. Hukuman yang dijatuhkan 
kepada terdakwa telah sesuai walaupun masih jauh dari ancaman 
maksimal yaitu 12 tahun penjara, terdakwa hanya dijatuhi pidana 
selama 1 tahun penjara. Dalam hal ini, terdakwa telah berumur 40 
tahun (dewasa) dan sehat jasmani dan rohaninya. Selain itu, Hakim 
juga harus mempertimbangkan kondisi korban yang mengalami 
keterbelakangan mental yang seharusnya mendapatkan perlindungan 
karena seringkali menjadi korban kejahatan. Sehingga dikhawatirkan 
efek jera yang diharapkan dari sebuah putusan yang dijatuhkan oleh 
Hakim tidak dirasakan oleh pelaku sendiri dan tidak dapat dipungkiri 
suatu saat pelaku mengulangi kejahatan serupa nantinya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada segenap aparat hukum agar lebih jeli melihat 
duduk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan, sebab 
unsur-unsur dalam tindak pidana pemerkosaan bisa saja menjadi 
dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan. 
Sehingga diharapkan setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak 
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dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku 
kejahatan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
2. Selain pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku, untuk 
menghindari terjadinya tindak pidana pemerkosaan, diperlukan adanya 
suatu sosialisasi kepada masyarakat mengenai akibat dari tindak 
pidana pemerkosaan melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan seperti 
penyuluhan agama dan penyuluhan hukum. 
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